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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Manusia pada hakikatnya perajut kebudayaan. Selalu akrab dengan simbol dan
lambang sebagai refleksi dari kebudayaan. Bahkan, CA Van Perseun memilah
kebudayaan dalam tiga bagan pemaknaan yakni tahap mitis, tahap ontologis dan tahap
fungsionil. Tahap mitis adalah sikap manusia yang merasakan dirinya terkepung oleh
kekuatan kekuatan gaib sekitarnya. Tahap ontologis adalah sikap manusia yang tidak
lagi hidup dalam kepungan mitis, melainkan secara bebas ingin meneliti segala hal
ikhwal. Sedangkan tahap fungsionil, sikap dan alam pikiran yang makin nampak dalam
manusia modern. la tidak terpesona dalam lingkungannya (mitis), ia juga tidak lagi
berkepala dingin mengambil jarak terhadap obyek penyelidikannya (ontologis).
Melainkan di tahap fungsionil, ia mulai mencari jalan baru untuk menyusun kebijakan
kebudayaan baru.! Kebudayaan meski secara pengertian relatif sama, namun dalam
perspektif Ignas Kleden, kebudayaan tidak selalu dihayati dengan cita rasa yang sama
karena ada variasi dalam aksentuasi maupun kerangka konseptualnya.? Meski

demikian, kebudayaan dengan segala kompleksitasnya merupakan keniscayaan.

Salah satu komponen dalam berkebudayaan yang menarik ditelaah dan mengalami
pengaturan adalah menyangkut lambang daerah. Lambang daerah adalah paniji
kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat daerah yang mencermikan kekhasan
daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengingat, dari penting dan
bemakna dari lambang daerah maka diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan

daerah, hal ini sekaligus mencerminkan dianutnya prinsip negara hukum di Indoensia.

Esensi pengaturan merupakan turunan ketentuan konstitusional yang dinyatakan
pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi sebagai negara hukum
maka segala aspek kehidupan dalam bidang  kemasyarakatan, kebangsaan, dan
kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan
sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di

Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain

ICA Van Perseun, Strategi Kebudayaan, Yogyakarta: Kanisius, 1988, him.18-19.
2Ignas Kleden, Sikap IImiah dan Kritik Kebudayaan, Jakarta: LP3ES, 1987, him.155-156.
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dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan status negara hukum,
Indonesia mewujudkan hukum yang berlaku melalui hukum tertulis yaitu peraturan
perundang-undangan.® Apalagi, Indonesia merupakan negara yang mempunyai
keanekaragaman dalam berbagai hal. Sebagai negara yang terdiri atas ribuan pulau dan
terdiri atas ratusan etnis, Indonesia mempunyai keanekaragaman hayati dan juga
keanekargaman budaya sehingga memerlukan pengaturan agar tercapai tujuan hukum
yakni berkepastian hukum, berkeadilan dan berkemanfaatan.

Sebagaimana diketahui bahwa lambang daerah sebagai tanda identitas daerah
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menggambarkan potensi daerah,
harapan masyarakat daerah dan semboyan yang melukiskan semangat mewujudkan
harapan tersebut. Maka agar terdapat dasar dan arah legalitas jelas di daerah maka
diperlukan peraturan daerah tentng lambang daerah. Peraturan Daerah dimaksud
mencerminkan  implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) serta Peraturan Pemerintah Nomor
77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790).
Diharapkan, di Kota Bogor, kelak setelah terbit, perda lambang daerah menjadi rujukan
dalam penyelenggaraan pemerintah di Kota Bogor.

B. Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan yang hendak diatur dalam peraturan daerah mengenai lambang
daerah setidaknya mencakup apa yang dimaksud lambang daerah, seperti apa lambang
daerah Kota Bogor dan materi muatan dari peraturan daerah dimaksud mencakup apa

saja sehingga dapat dipedomani oleh para pemangku kepentingan.

SLihat Marwan, “Hakikat Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif’, Disertasi,
Program Pascasarjana Universitas Hasanudin, Makasar, 2017, him.1.
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C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah adalah untuk
merumuskan masalah yang berkenaan dengan kebijakan lambang daerah dengan
memperhatikan keterkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Melalui
naskah akademik ini maka terumuskan masalah dan solusi dalam mengatasi masalah

yang dituangkan dalam bentuk rancangan peraturan daerah.

Selain hal di atas, tujuan penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah
dimaksud adalah untuk merumuskan permasalahan hukum serta penegasan dasar
legalitas serta apa saja yang harus diperhatikan dalam penyelenggaran pemerintahan di

daerah khususnya berkenaan dengan lambang daerah.
Metode

Penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang Lambang
Daerah menggunakan metode yuridis normatif, yakni metode yang mendasarkan diri
pada pengumpulan bahan hukum primer, sekunder yang dihimpun, disistematisasi,
dianalisis dan diinterpretasi dengan memperhatikan koherensi atau sinkronisasi baik
vertikal (antara peraturan yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi) maupun
horizontal (antar sesama peraturan sederajat). Metode yuridis normatif dilakukan
dengan studi pustaka dilengkapi dengan wawancara (interview) untuk
menyempurnakan kajian. Di dalam metode yuridis normatif maka studi peraturan
perundang-undangan terkait dan relevan merupakan hal utama untuk dapat menyajikan

hasil kajian yang optimal.



BAB Il

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

Pengaturan berbentuk peraturan daerah mengenai lambang daerah di Kota Bogor
merupakan keniscayaan. Argumentasinya, dengan merujuk pada pendapat Mulyana W
Kusumah, bahwa sistem hukum pada dasarnya merupakan pranata-pranata netral di
mana kepentingan-kepentingan kolektif dari masyarakat terkandung didalamnya
dengan menekankan fungsi-fungsi integratif dari hukum.* Jadi, pembentukan peraturan
daerah mengenai lambang daerah harus diletakkan dalam paradigma sistem hukum
untuk memastikan adanya kepaduan dan legalitas terhadap lambang daerah.

Peraturan daerah atau lazim disingkat Perda itu sendiri merupakan peraturan
terendah dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan yang memiliki arti
strategis dalam rangka mewujudkan otonomi daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.®
Diharapkan, dalam perspektif pembentukan hukum modern, pembentukan perda
senantiasa dapat mewujudkan suatu pembentukan hukum responsif yakni hukum yang
mengandung sistem terbuka, dalam banyak hal, perlu mendorong partisipasi,

mengantisipasi minat-minat sosial baru.®

Pada hakikatnya, setiap pembentukan hukum sebagai bagian dari pengembanan
hukum (rechtsbeoefening) dimaksudkan untuk mencapai dua fungsi yang menjadi
karakter hukum yakni (1) sarana memelihara ketertiban masyarakat (menjamin adanya
kepastian dan ketertiban) dan (2) sarana pembaharuan masyarakat. Fungsi kedua ini
dimaksudkan untuk mengarahkan perubahan sosial yang teratur dan tertib, sesuai

dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.’

“Mulyana W Kusumah, Beberapa Perkembangan dan Masalah Dalam Sosiologi Hukum, Bandung: Alumni, 1981,
him.39.

SEnny Nurbaningsih, Problematika Pembentukan Peraturan Daerah: Aktualisasi Wewenang Mengatur Dalam
Era OtonOmi Luas, Depok: Rajawali Pers, 2019, him. 1.

%Philippe Nonet dan Philip Selznick, Hukum Responsif: Pilihan dl Masa Transisi, (Terjemahan), Ed. Bivitri
Susanti, Jakarta: Huma, 2003, him.5.

"Bernard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur llmu Hukum, (Bandung: Alumni, 1999), him. 27-28.
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Di dalam pembentukan perda dimaksud, perlu memperhatikan asas pembentukan
peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana dimaktub dalam Pasal 5
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan yakni: (a) kejelasan tujuan; (b) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang
tepat; (c) kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan; (d) dapat dilaksanakan;

(e) kedayagunaan dan kehasilgunaan; (f) kejelasan rumusan; dan (g) keterbukaan.

Adapun berkenaan materi muatannya, harus mencerminkan asas yang diatur Pasal
6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yakni: (a) pengayoman; (b) kemanusiaan; (c)
kebangsaan; (d) kekeluargaan; (e) kenusantaraan; (f) bhineka tunggal ika; (g) keadilan;
(h) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; (i) ketertiban dan kepastian

hukum; dan/atau (j) keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

Sedari awal, desain didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia (lazim
disingkat NKRI) dimaksudkan untuk memastikan terwujudnya negara masyarakat adil
dan makmur, merdeka, bersatu dan berdaulat yang didasarkan pada Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (lazim disingkat UUD
1945). Desain dimaksud dapat diperiksa diantara dari Pembukaan UUD 1945. Selain
itu, pasal-pasal pada UUD 1945 pun memiliki nafas serupa. Seperti pada Pasal 33 ayat
(3) UUD 1945 menegaskan, “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung
didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat". Bingkai Pasal 33 UUD 1945 mengacu pada pasal-pasalnya
sebelumnya, seperti Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan “kedaulatan berada
di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” disertai Pasal 1
ayat (3) UUD 1945 yang merekatkannya berupa ketentuan “Negara Indonesia adalah
negara hukum”.

Dengan kata lain, dari dasar konstitusional di atas, dapat ditarik benang merah,
bahwa negara (termasuk didalamnya pemerintah daerah---merujuk Pasal 18 UUD
1945) melakukan berbagai upaya memakmurkan warganya melalui berbagai regulasi,
seperti soal penguasaan kekayaan alam di tangan negara untuk kemakmuran, dan
regulasi dimaksud harus dibentuk dalam koridor demokrasi, suatu koridor yang

memberikan sinyal mengenai kedaulatan rakyat sebagai akar dari negara hukum.



Uraian prinsip di atas yang kemudian menjadi dasar bagi dilakukannya
pembangunan sebagai ikhtiar melakukan perubahan diberbagai bidang secara terencana
dan sistematis, termasuk di bidang perekonomian, termasuk pula menyangkut
kebudayaan dalam konteks ini menyangkut lambang daerah. Dalam konteks
pembangunan, Mochtar Kusumaatmadja, pernah menulis, hukum dapat menjadi sarana
bagi pembangunan sebagai wujud alat pembaharuan masyarat. Namun, Mochtar
mengingatkan pula, konsekuensi hukum sarana pembangunan maka mensyaratkan
sumber daya pembentuk hukum memahami interaksi hukum dengan faktor faktor lain
di luar hukum, seperti ekonomi dan sosial, sehingga pada saatnya, ketika hukum telah
berwujud sebagai produk hukum dan kemudian ditegakkan maka akan menjawab
kebutuhan pemangku kepentingan terkait konteks hukum di atas.®
Lambang Daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat daerah

yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

. Praktik Empiris

Secara regulasi, mengenai lambang daerah memang dibunyikan di
konsiderans menimbang dari PP Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang
Daerah. Di konsiderans tersebut diamanatkan bahwa hadirnya pengaturan
lambang daerah dimaksudkan dalam menyelenggarakan otonomi daerah.

Meski saat itu, UU Pemerintahan Daerah yang berlaku masih UU
Nomor 32 Tahun 2004, namun sampai terbit UU Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah yang masih dipedomani, konsepsi otonomi
daerah masih menjadi rujukan hukum dan politik, termasuk kebudayaan.
Pada Pasal 1 angka 4 PP Nomor 77 Tahun 2007 tersebut didefinisikan
bahwa lambang daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi
masyarakat daerah yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Lebih lanjut PP Nomor 77 Tahun 2007 mengatur bahwa lambang
daerah meliputi: a. logo; b.bendera; c. bendera jabatan kepala daerah; dan

d.himne (Pasal 2) selain itu kedudukan dan fungsi dari lambang daerah

8Lihat Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Bandung: Alumni, 2013, him.19-

20.



diatur di Pasal 3 yakni Lambang daerah berkedudukan sebagai tanda
identitas daerah. Lambang daerah berfungsi sebagai pengikat kesatuan
sosial budaya masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Atas dasar aturan di atas maka terbit berbagai peraturan daerah di
Indonesia yang mengatur mengenai lambang daerah, seperti Perda Nomor
1 Tahun 2022 Kabupaten Banjarnegara tentang Lambang Daerah, demikian
pula di Kabupaten Bandung Barat terbit Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Logo Daerah, Bendera Daerah dan Bendera Jabatan Bupati. Sedangkan

untuk Kota Bogor belum ada peraturan daerah mengenai lambang daerah.

Pada sidang paripurna DPRD Kota Bogor di tahun 2023 disepakati
untuk 2024 ada 13 rancangan perda melalui program pembentukan perda.
Salah satu raperda dimaksud adalah diberi judul Rancangan Peraturan
Daerah tentang Bentuk dan Lambang Bogor.® Hal ini berbeda dengan
Kabupaten Bogor yang sejak tahun 1995 telah memiliki Peraturan Daerah

Nomor 2 Tahun 1995 tentang Lambang Daerah Kabupaten Bogor.

° https://megapolitan.antaranews.com/berita/271785/mewariskan-sejarah-melalui-raperda-bentuk-dan-lambang-

bogor



BAB Il
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Secara historikal, peraturan daerah atau lazim disingkat perda, pertama kali muncul dalam
UU Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Dalam UU Nomor 1
Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah, belum terdapat
istilah peraturan daerah. Istilah yang ada adalah “Peraturan Pemerintah Pusat dan Peraturan
Daerah”.1® Menurut penelitian Ismail Hasani, peraturan daerah adalah suatu produk hukum
yang bukan hanya berisi tindak lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi
juga berisi kekhasan dan kebutuhan lokal dalam kerangka otonomi. Peraturan daerah dibentuk
oleh kepala daerah dan DPRD yang keduanya dipilih secara demokratis, berdasarkan asas
kedaulatan rakyat karena dibentuk oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislatif.'! Secara
eksplisit kedudukan perda digambarkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No.12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan daerah sering disebut sebagai bagian dari perundang-undangan. Menurut A
Hamid S Attamimi, perundang-undangan merupakan terjemahan “wetgeving”,
“gesetzgebung”, “legislation”, yang menurutnya mengandung dua arti. Pertama, proses
pembentukan peraturan-peraturan negara dari jenis yang tertinggi yaitu undang-undang (wet,
gezetz, statute) sampai yang terendah yang dihasilkan secara atribusi, atau delegasi dari
kekuasaan perundang-undangan (wetgevende macht). Kedua, berarti keseluruhan proseduk

peraturan peraturan negara tersebut.?

Berkenaan dengan lambang daerah, di pelbagai daerah di Indonesia telah terbit berbagai
peraturan daerah (perda) yang mengatur lambang daerah. seperti Perda Nomor 1 Tahun
2022 Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Bandung Barat terbit Perda Nomor 4
Tahun 2008 tentang Logo Daerah, Bendera Daerah dan Bendera Jabatan Bupati
dan di Kabupaten Bogor terbit Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1995 tentang
Lambang Daerah Kabupaten Bogor.

O1smail Hasani, Pengujian Konstitusionalitas Perda, Jakarta: Kepustakaan Utama Gramedia, 2020, him.105.
1bid, him. 109.

2Maria Farida Indrati (Penghimpun), Kumpulan Tulisan A Hamid S Attamimi: Gesetzgebungwissenshaft sebagai
salah satu upaya Menanggulangi Belantara Peraturan Perundang-undangan,Depok: Badan Penerbit FHUI,
2021, him.52.



Ada beberapa hal yang menarik ditelaah.

Pertama, regulasi di tingkat pusat yang mengatur lambang daerah hanya ada
satu peraturan pemerintah yakni PP Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang
Daerah. PP dimaksud dalam rangka mengoperasionalisasikan amanat UU Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, politik hukum
pembentuk undang-undang pasca terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah yang mencabut UU Nomor 32 Tahun 2004 belum ada lagi
di level pusat yang mengatur mengenai lambang daerah. Namun PP Nomor 77
Tahun 2007 tetap berlaku sepanjang belum ada peraturan pemerintah
penggantinya.

Kedua, di Kota Bogor, istilah lambang daerah sempat disitir di Peraturan
Walikota Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kota Bogor khususnya pada Pasal 1 angka 21 mengenai bab ketentuan umum
sebatas mendefinisikan apa itu lambang daerah. Didefinisikan pada pasal tersebut
bahwa lambang daerah adalah “atribut yang menggambarkan landasan filosofis
atau gambaran dari jiwa, cita-cita, semangat pengabdian, dan gambaran dari
potensi serta ciri daerah?”. Namun sebatas peraturan walikota di atas yang
menyinggung lambang daerah namun tidak mengatur hal lain menyangkut

lambang daerah secara komperhensif.

Ketiga, di Kabupaten Bogor, peraturan daerah atau perda menyangkut lambang
daerah diatur oleh peraturan daerah yang cukup lama yakni Perda Nomor 2 Tahun
1995 tentang Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Bogor. Aturan ini
masih menginduk pada UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan di Daerah. Didalamnya mengatur mengenai apa yang dimaksud
lambang daerah, jenis dan tata cara penggunaan lambang daerah,larangan dan

ketentuan pidana dengan pasal terbatas, hanya sekitar 9 pasal.

Menyangkut hal tersebut di atas maka pembentukan Peraturan Daerah Kota Bogor
mengenai Lambang Daerah perlu dilakukanKoordinasi dan harmonisasi peraturan perundang-
undangan di atasnya sehingga terdapat kesatuan perspektif dalam penegakan hukum (law
enforcement) serta penguatan hirarki perundang-undangan sesuai yang diatur dalam UU
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.



BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS

A. Landasan Filosofis
Refleksi filosofis terhadap hukum pada hakikatnya ingin meninjau hukum sebagai
gejala atau realitas yang dihadapi manusia tidak hanya terbatas dalam deskripsi
normatif melainkan memperjelas asumsi di balik gejala hukum.'® Refleksi filosofis
hendak melacak hakikat yang terdalam dari hukum sehingga mampu memenuhi tujuan

hukum yang hakiki yakni keadilan, kepastian dan ketertiban hukum.

Dengan demikian, refleksi filosofis akan menuju pada pengungkapan hakikat
dengan menemukan landasan terdalam dari keberadaan hukum sejauh yang mampu
dijangkau akal budi manusia. Setidaknya dapat merespon dua hal yang fundamental
yakni: pertama, apa yang menjadi landasan kekuatan mengikat dari hukum dan kedua,

atas dasar Kriteria apa hukum dapat dinilai keadilannya.'*

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI)
Tahun 1945 memuat cita filosofis Pancasila dan tujuan dari pembangunan nasional,

salah satunya, yakni memajukan kesejahteraan umum.

Notonagoro berpendapat bahwa nilai-nilai cita filosofis Pancasila tergolong nilai-
nilai kerokhanian, tetapi nilai-nilai kerokhanian yang mengakui adanya nilai material
dan nilai vital. Nilai-nilai Pancasila yang tergolong nilai kerokhanian itu juga
mengandung nilai-nilai lain secara lengkap dan harmonis, baik nilai material, nilai vital,
nilai kebenaran, nilai keindahan atau nilai estetis, nilai kebaikan atas nilai moral,
maupun nilai kesucian yang sistematis-hierarkhis, yang dimulai dari sila Ketuhanan
Yang Maha Esa sebagai "dasar’ sampai dengan sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia sebagai ’tujuan’.> Dengan demikian, cita filosofis Pancasila harus dapat
menjadi bintang pemandu (leitern) perilaku kehidupan berbangsa dan bernegara serta
menjadi dasar pembentukan kaidah hukum.

BAndre Ata Ujan, Membangun Hukum, Membela Keadilan: Filsafat Hukum, (Yogyakarta: Kanisius, 2009),
him.22-23.

14Bernard Arief Sidharta, Refleksi tentang Struktur IImu Hukum, Bandung : Mandar Maju, 1999, him.119.
5Kaelan dan Achmad Zubaidi, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi, (Yogyakarta: Paradigma,
2007), hal. 22.
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Berkenaan dengan pembentukan peraturan daerah tentang lambang daerah di
Kota Bogor maka secara filosofis dilandasi adanya kenyataan bahwa lambang daerah
tidak dapat dilepaskan dari mata rantai keberadaannya dengan masyarakat. Di saat ada
masyarakat, maka terdapat interaksi antara pemerintah dengan masyarakat yang harus
diatur dengan hukum. Ubi Societas, ibi ius, dimana ada masyarakat dan disana ada
hukum. Problematikannya, kehadiran hukum harus dapat memberikan penguatan pada
bentuk interaksi antar masyarakat dan perusahaan yang telah baik dan ada sekaligus
sarana pembaharuan agar lebih berkualitas. Dengan demikian diharapkan terdapat
hubungan harmonis antara masyarakat dan perusahaan secara berkeadilan (justice).
Keadilan dimaksud adalah nilai yang memberikan dasar bagi pemerintah di daerah
untuk mengatur mengenai lambang daerah agar jelas maknanya dan penggunaannya
dalam kehidupan pemerintatahan di daerah.

Secara konseptual refleksi filosofis hukum lebih mendalami persoalan hakikat
hukum, alasan terdalam dari eksistensinya, sifat-sifatnya. Jadi melalui refleksi filosofis
di dalami makna makna hukum yang terdalam dari fenomena hukum yang terjadi.®

Perlu menjadi rancang bangun pencermatan bahwa di dalam pembentukan perda
terkait lambang daerah ini, diperhatikan keharmonisan dengan nilai-nilai kearifan lokal
yang telah ada. Dengan demikian, keadilan merupakan dimensi dinamik yang dapat
bersumber dari keanekaraman budaya yang diikat oleh kepastian hukum yang

dituangkan dalam produk legislasi maupun regulasi.

Landasan Sosiologis

Secara sosiologis sesungguhnya kaedah-kaedah hukum dimaksudkan untuk
mengatur dengan tegas perbuatan-perbuatan manusia yang bersifat lahiriah dan
sekaligus hukum mempunyai sifat untuk menciptakan keseimbangan antara
kepentingan-kepentingan para warga masyarakat. *” Hukum merupakan gejala sosial
yang multi faset dan tidak dapat dilepaskan dalam relasi masyarakat yang menjadi

obyek dari hukum.

Di dalam pembentukan peraturan daerah tentang lambang daerah ini dilandasi

asumsi sosiologis bahwa masyarakat dipastikan memiiki pemahaman dan pemaknaan

18Lihat Teguh Prasetyo dan Abdul Halim, Filsaat, Teori, dan llmu Hukum, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016),
him.18-19.

7Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, (Jakarta:
Yayasan Penerbit Ul, 1976), him.4.
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terkait lambang daerah maupun manfaat pengaturan lambang daerah bagi masyarakat.
Hukum di dalam konteks ini dapat menjadi sarana pembaharuan (social engineering)
dan menuju perspektif kemasyarakatan yang menuntut saling memperkuat, menopang
dan membantu antar satu pihak dengan pihak lain. Dalam kondisi demikian, hukum
diharapkan dapat menjadi kanalisasi apabila terdapat hal hal yang berdampak pada
lambang daerah serta mendorong aktivitas positif yang mempengaruhi masyarakat

secara signifikan.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis dalam pembentukan perda lambang daerah didasarkan pula
pada konsep teoretik hukum administrasi dan negara hukum.

Menurut Suparto Wijoyo'® mengutip Philipus M Hadjon, landasan utama hukum
administrasi (de grondslagen van het administratieve recht) adalah: asas negara hukum,
asas demokrasi dan asas instrumental.

Asas negara hukum berkaitan dengan jaminan perlindungan hukum terhadap
kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan pemerintahan tidaklah sekedar melaksanakan
undang-undang. Namun, pemerintah selain membuat keputusan yang konkret
(beschiking), juga membuat keputusan yang berupa pengaturan umum. Kekuasaan
demikian merupakan kekuasaan yang aktif. Kekuasaan dimaksud harus pula
memperhatikan prinsip-prinsip umum negara hukum yang terdiri atas:

a. Asas legalitas dalam pelaksanaan pemerintahan (wetmatigheid van bestuur):
-dinyatakan secara tegas adanya suatu wewenang (uitdrukkelijke bevoegdheid)
-adanya persamaan dalam pengurusan pemerintahan (gelijkheid van

behandeling)
-adanya kepastian hukum (rechtszekerheid).

b. Perlindungan hak-hak dasar (grondrechten: hak-hak klasik dan hak-hak sosial).

c. Pembagian kekuasaan di bidang pemerintahan (machtsverdeling): antara lain
melalui desentralisasi fungsional maupun teritorial

d. Pengawasan oleh pengadilan (rechterlijke controle).

Asas demokrasi, di dalam konsep hukum administrasi, berkaitan dengan prosedur dan

substansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik berupa pengambilan keputusan

8Lihat Suparto Wijoyo, Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi, Surabaya: Airlangga University
Press, 1997, him.41-43.
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maupun perbuatan-perbuatan nyata. Dalam kaitan inilah hubungan antara pihak
pemerintah dengan masyarakat pada masing-masing bidang urusan pemerintahan
ditandai oleh dua saluran kegiatan, yaitu pihak pemerintah mempengaruhi masyarakat
umum dan masyarakat mempengaruhi kalangan pemerintah. Untuk hal tersebut maka
terdapat prinsip-prinsip demokrasi yang melandasi hukum administrasi yaitu:

a. Kedudukan badan perwakilan rakyat;

b. Asas tidak ada jabatan seumur hidup;

c. Asas keterbukaan dalam pelaksanaan pemerintahan

d. Peran serta

e. Sedapat mungkin dihormati kepentingan-kepentingan orang lain.

Asas instrumental berkaitan dengan pencapaian tujuan pemerintahan. Landasan
instrumental hukum administrasi meliputi asas efisiensi dan asas efektivitas.
Penyelenggaraan pemerintahan harus berdaya guna (efisiensi) dan berhasil guna
(efektivitas).

Di dalam realisasi konsepsi negara hukum di Indonesia, maka basis hukumnya
berangkat dari Alinea ke - 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan: “Kemudian dari pada itu untuk
membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...... ”. Rumusan Frasa melindungi seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerminkan
suatu kerangka teoritik tentang kewajiban konstitusional Pemerintahan Negara,
termasuk Pemerintah Daerah, untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum,
termasuk penyediaan air minum atau air besih, dengan tetap memperhatikan
kelestarian sumber daya air dalam rangka penyelenggaraan penyediaan air bersih
yang berkelanjutan. Kewajiban konstitusional dimaksud merupakan refleksi dan
realisasi ajaran negara hukum yang berkarakter negara hukum kesejahteraan (welfare
state). Selain itu, rumusan Indonesia sebagai negara hukum terindentikasi pula pada
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945. Ketentuan konstitusional tersebut
mengedepankan penyelenggaraan pemerintahan negara, termasuk ke dalamnya
penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan hukum atau peraturan
perundang-undangan.

Konsepsi pemikiran “negara hukum” yang di Indonesia dianut dipengaruhi

oleh Eropa Kontinental dimulai oleh pemikiran Imanuel Kant, kemudian
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dikembangkan oleh J.F Stahl. Pemikiran negara hukum tersebut, dipengaruhi oleh
pemikiran Ekonom Adam Smith. Julius Friedrich Stahl, mengemukakan 4 unsur
sebagai ciri negara hukum, yakni:

(1) Tindakan pemerintah berdasarkan Undang-undang

(Legalitas)

(2) Perlindungan HAM,

(3) Pemisahan Kekuasaan,

(4) Adanya peradilan administrasi'®.

Ciri-ciri negara hukum sebagaimana dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl
dalam menguraikan “Konsep Negara Hukum” (Rechtstaat), berbeda dengan
konsep negara hukum Anglo Saxon yakni The Rule of Law. Secara konseptual “the
rule of law” dalam Dictionary of Law, diartikan sebagai “principle of government
that all persons and bodies and the government itself are equal before and
answerable to the law and that no person shall be punished without trial ”.2°
Kemudian A.V Dicey mengemukakan unsur- unsur konsep The Rule of law, yakni;
(1) supremacy of law
(2) equality before the law
(3) the constitution based on individual rights.?

Berkenaan dengan penempatan hukum dalam penyelenggaraan negara,
yaitu bahwa hukum harus diletakkan sebagai dasar seluruh perilaku negara.
Pemikiran negara hukum ini menjadi justifikasi teoritis dalam pembentukan
Peraturan Daerah yang mengatur lambang daerah.

Selain itu, di dalam konsep negara hukum dikenal pula perlindungan hukum
preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah
perlindungan hukum yang diberikan sebelum terjadinya sengketa. Sedangkan
perlindungan hukum represif, perlindungan hukum setelah terjadinya sengketa yang
ditangani oleh badan peradilan.?

Di dalam landasan yuridis ini merupakan dasar hukum peraturan perundang-

undangan baik yang lebih tinggi maupun yang setara yang dapat diuraikan dalam

19 Moh. Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Liberty, Jogjakarta, 1993, h.28

20 PH. Collin, Dictionary of Law, Fourth Edition, Bloomsbury Publishing Plc, London. 2004

2L ihat A.V Dicey, Introduction To The Study Of The Law Of The Constitution, Fifth edition, London,

22_ihat Nandang Kusnadi dan R Muhammad Mihradi, Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Bogor:
UNPAK Press, 2017, him.11-12.
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konsiderans mengingat suatu produk hukum. Hal dimaksud dapat diuraikan sebagai
berikut.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan dan perubahannnya terakhir UU Nomor 13 Tahun
2022.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah.

BAB V
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JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI
PERATURAN DAERAH

Dalam pembentukan peraturan daerah mengenai lambang daerah akan menjangkau
pengaturan mengenai makna lambang daerah dan hal hal apa saja yang harus diperhatikan
dalam pengaturan lambang daerah. Adapun ruang lingkup materi pengaturan lambang daerah
mencakup (a) jenis lambang daerah; (b) kedudukan dan fungsi; (c) desain lambang daerah; (d)
penggunaan dan penempatan lambang daerah; (e) izin penggunaan logo daerah; (f) larangan;
(9) ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana.

Pada hakikatnya, pengaturan lambang daerah merupakan refleksi diaturnya hal-hal yang

menyangkut wujud kebudayaan meski secara terbatas.
Koentjaraningrat membedakan tiga wujud kebudayaan yakni :

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu komleks dari ide, gagasan, nilai, norma, peraturan
dan sebagainya.

2. Wujud kebudayaan sebagai sutu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia
dalam masyarakat serta

3. Wujud kebudayaan sebagai benda benda hasil karya manusia.?®

Adapun kerangka batang tubuh pengaturan dapat diuraikan berikut.

Bab | Ketentuan Umum

Bab Il Jenis dan Lambang Daerah

Bab 111 Kedudukan dan Fungsi

Bab IV Desain Lambang Daerah

Bab V Penggunaan dan Penempatan Lambang Daerah
Bab VI Izin Penggunaan Logo Daerah

Bab VII Larangan

Bab VIII Ketentuan Penyidikan

2L ihat Koentjaraningrat, Pengantar llmu Antropologi, Jakarta: Rineka Tjipta, 2009, him.150
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Bab IX Ketentuan Pidana

Bab X Penutup

BAB VI
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah mengenai lambang daerah sangat penting keberadaannya
tidak saja sekedar penands identitas daerah namun sekaligus pula dapat
mengggambarkan potensi daerah, harapan masyarakat daerah dan semboyan
yang berlaku di daerah dimaksud.

2. Peraturan Daerah berkenaan lambang daerah dapat mereflekisikan tiga wujud
kebudayaan baik sebagai kompleks ide, nilai dan norma, mencerminkan pola
aktivitas masyarakat di suatu daerah sekaligus menjadi penanda kearifan lokal
masyarakat suatu daerah.

3. Dalam implementasinya, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor
tentang Lambang Daerah Kota Bogor wajib mempertimbangkan landasan
filosofis, sosiologis dan yuridis sehingga ketika diberlakukan dapat merespon
kebutuhan masyarakat sekaligus semakin meningkatkan kewibawaan
masyakarat dan pemerintahan di daerah Kota Bogor.

B. Saran
Perlu segera diterbitkan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Lambang Darah dengan
mempertimbangkan berbagai aspek baik substansi yuridis maupun teknis operasional
serta mempertimbangkan landasan filosofis, sosiologi dan yuridis secara komperhensif

dalam konteks lambang daerah.
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